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ANALISIS ARTIKEL 1 

 

a. Identitas Artikel 
 

1. Nama Artikel Jurnal Artikel Universitas Negeri Padang 

2. Judul Pengaruh Ketaatan Pada Perundang-Undangan, 

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi 

Aparatur  Pemerintah  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja 

Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi 

3. Nama Penulis Husnul Mubaraq 

4. Halaman 1 – 19 

5. Tahun Terbit 2017 

 

b. Abstrak Abstrak 

dalam jurnal ini disajikan dalam bahasa Indonesia. Pada bagian abstrak dijelaskan 

mengenai masalah-masalah pemerintah tidak pedulinya terhadap perbaikan kinerja yang 

efektif, penelitian terdahulu, latar belakang peneliti memilih masalah, dan tujuan 

penelitian yang bermanfaat dalam berbagai sektor. 

 

c. Pendahuluan 

Dalam bagian pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa pemerintah harus dapat 

melaporkan keberhasilan yang telah dicapai dan berani mengungkapkan kegagalan yang 

terjadi berkaitan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi. 

Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena semakin 

banyaknya instansi pemerintah kelihatan tidak peduli terhadap upaya perbaikan kinerja 

yang lebih efisien karena masih banyaknya kinerja instansi pemerintah yang belum 

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Keadaan tersebut menimbulkan semakin 

meningkatnya tuntutan yang diajukan masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan 

publik yang lebih baik. 

 

d. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empirirs tentang pengaruh 

ketaatan pada peraturan perundang-undangan, pengaruh pemenfaatan teknologi informasi 
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dan pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadpat akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah Kota Bukittinggi. 

e. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kausatif atau tipe 

penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat dengan dua 

variable atau lebih. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah metode angket atau 

menyebarkan dafatar pertanyaan (kuesioner). 

 

f. Hasil dan Pembahasan 

1. Terdapat pengaruh antara variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja 

pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini diketahui dari hasil uji t 

yang t hitung 4,895 > t tabel 2,007 dan nilai sig perhitungan 0,000 < 0,05. 

2. Berdasarkan tabel 20 diketahui bahwakoefisien β pemanfaatan teknologi informasi 

bernilai positif sebesar 0,180dan nilaisignifikansi 0,169> 0,05. Hal ini berarti bahwa 

ketaatan aturan tidak berpengaruhterhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 

dan dapat disimpulkan bahwahipotesis 2 ditolak. 

3. Kompetensi aparatur pemerintah bernilai sebesar 0,390 dan nilai signifikansi0,028> 

0,05. Hal ini berarti bahwa asimetriinformasi berpengaruh signifikanpositif ter-hadap 

akuntabilitas kinerja instansi pe merintah, dan dapat disimpulkan bahwahipotesis 3 

diterima. 

 

g. Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketaan pada peraturan 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, pemenfaaatan ternologi informasi tidak 

berpengaruh, dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif. 

 

h. Kelebihan dan Kekurangan 

Dalam artikel pendahuluan dan pemebahasan dijelaskan secara rinci serta lengkap. 

Sebaiknya peneliti menambahkan abstarak di bagian awal yang tujuannya untuk 

memudahkan pembaca terkaiat gambaran artikel ini. 

 

i. Daftar Pustaka 

Mubaraq, Husnul. 2017. Pengaruh Ketaatan Pada Perundang-Undangan, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas 



Konerja Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi. Universitas Negeri Padang, hlm 

1 - 19. 

ANALISIS ARTIKEL 2 

 

a. Identitas Artikel 
 

1. Nama Artikel Jurnal Artikel Akutansi dan Pendidikan 

2. Judul Perkembangan Penelitian Akutansi Sektor Publik Di 

Indonesia 

3. Nama Penulis Harumi Puspa Rizky & Doddy Setiawan 

4. Halaman 94-116 

5. Volume/No/ Tahun Terbit Vol.8/No.2/Oktober 2019 

6. e-ISSN 2477-4995 

 

b. Abstrak 

Abstrak dalam jurnal ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris. Pada bagian abstrak dijelaskan mengenai tujuan penelitian terkait perkembangan 

penelitian akutamsi sektor publik di Indonesia, subjek penelitian, metode penelitian yang 

digunakan, dan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Kata Kunci: Akuntansi 

sektor publik, Charting the field, dan Penelitian akuntansi. 

 

c. Pendahuluan 

Dalam pendahuluannya, penulis menjelaskan bahwa akutansi sektor publik sering 

mengalami perubahan dari sistem tradisional hingga New Public Management (NPM). Hal 

ini merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah mengenai otonomi daerah di mana 

daerah diberi wewenang untuk menjalankan dan mengurus urusan pemerintah serta 

pelayanan masyarakat sesuai undang-undang yang berlaku. Beberapa tahun belakangan ini 

penelitian mengenai akuntansi sektor publik mulai menarik perhatian banyak pihak. Hal 

ini dibuktikan dengan meningkatnya penelitian di sektor publik pada jurnal-jurnal 

terakreditasi di Indonesia. Penelitian mengenai akuntansi sektor publik telah banyak 

diteliti di Indonesia maupun di Luar negri. 

 

d. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode “charting the field” 

yang dikembangkan oleh Hesford et al. (2007). Pada penelitian ini, peneliti memilih 



beberapa hasil penelitian mengenai akuntansi sektor publik yang diterbitkan di 22 jurnal 

terakreditasi per Maret 2019, kemudian mengidentifikasi berdasarkan topik dan metode. 

Jurnal yang terpilih merupakan jurnal terakreditasi pada sinta 2 per Maret tahun 2019 

dengan kata kunci akuntansi, bisnis, dan business 

 

e. Hasil dan Pembahasan 

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis 137 artikel yang membahas mengenai akuntansi 

sektor publik dan diterbitkan pada 22 jurnal terakreditasi di Indonesia dan diklasifikasikan 

berdasarkan topik dan metode selama 9 tahun mulai tahun 2010-2018. Mayoritas 

penelitian mengenai akuntansi sektor publik ini diterbitkan di Jurnal Akuntansi 

Multiparadigma (JAMAL). Topik yang paling banyak dibahas pada penelitian akuntansi 

sektor publik pada 22 jurnal terakreditasi adalah topik mengenai akuntansi keuangan yaitu 

pengungkapan laporan keuangan, akuntabilitas kinerja, dan flypaper effect. Sementara itu 

topik yang masih jarang diteliti adalah sistem akuntansi sektor publik dan perpajakan. 

Pada 22 jurnal yang diteliti selama tahun 2010-2018 metode penelitian yang paling sering 

digunakan adalah kuantitatif dengan persentase 70% sementara metode kualitatif sebesar 

28%. Metode yang paling sering digunakan adalah survei dan archival yang mempunyai 

persentase masingmasing 34% dan 32%. Pada penelitian ini diketahui bahwa eksperimen 

masih sangat jarang digunakan oleh peneliti, oleh karena itu ini hal ini dapat menjadi 

peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode eksperimen 

 

f. Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil yang dijelaskan bahwa dari tabel-tabel yang telah ditampilkan pada 

pembahasan, diketahui bahwa masih banyak topik dalam akuntansi sektor publik yang 

masih jarang diteliti, padahal topik tersebut dapat menjadi hal yang menarik. 

 

g. Kelebihan dan Kekurangan 

Informasi yang disampaikan penulis dalam artikel ini sudah dijelaskan secara mendetai 

sehingga pembaca lebih paham terkait permasalahan pada penelitian ini. Namun, peneliti 

tidak menyampaikan tujuan dari penelitian ini. 

 

h. Daftar Pustaka 

Rizky, Harumi Puspa, & Doddy Setiawan. 2019. Perkembangan Penelitian Akutansi 

Sektor Publik Di Indonesia. Jurnal Akutansi dan Pendidikan, 8 (2), hlm 94-116. 



ANALISIS ARTIKEL 3 

 

a. Identitas Artikel 
 

1. Nama Artikel Artikel Jurnal Akutansi STIE MDP 

2. Judul Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akutansi Sektor 

Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan 

Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi 

Kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, dan Dishub Prov) 

3. Nama Penulis Intan Permata Haska Wina & Siti Khairani 

4. Halaman 1 – 15 

5. Tahun Terbit 2017 

 

b. Abstrak Abstrak 

Dalam jurnal ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

Pada bagian abstrak dijelaskan mengenai tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana studi kasus dalam penelitian 

ini yaitu di Dispenda Kota, Dispenda Prov dan Dishub Prov. Lalu dijelaskan pula terkait 

sempel dan teknik pengambilan sempel yang digunakan. Dan peneliti juga menyampaikan 

hasil dari penelitian yang telah dibuktikan dengan perhitungan. Kata Kunci: Standar 

Pelaporan, Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas 

 

c. Pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan penulis menjelaskan bahwa setiap negara menginginkan 

pemerintahan yang dapat berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Good 

Governance. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah serta pengawasan 

yang optimal dari pihak internal maupun pihak eksternal terhadap kualitas laporan 

keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat 

optimal. Berdasarkan 



d. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kausal atau pendekatan yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti. Subjek dalam 

penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/keuangan yang bekerja di Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 

dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Dan Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah Nonprobability sampling 

 

e. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil dari tabel uji parsial diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 

memiliki nilai thitung > ttabel (2,326 > 2,037) dan signifikansi < 0,05 (0,027 < 0,05) Maka 

Ho ditolak, artinya Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik secara Parsial berpengaruh 

secara parsial dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sedangkan, variabel X2 memiliki nilai thitung > t tabel (4,946 > 2,037) dan signifikansi < 

0,05 (0,000 < 0,05) Maka Ho ditolak, artinya Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan 

berpengaruh secara Parsial dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Sedangkan berdasarkan tabel 6 hasil uji simultan menunjukkan Standar 

Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan dan 

Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

f. Kesimpulan dan Saran 

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan apabila kinerja akuntabilitas instansi 

pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai standar pelaporan akuntansi sektor 

publik, lalu dibarengi dengan pengawasan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan 

yang dilakukan oleh pihak eksternal dan pihak internal yang dilakukan secara indepedensi, 

maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar 

akuntansi pemerintahan yang berlaku. 

 

g. Kelebihan dan Kekurangan 

Dalam artikel ini peneliti telah mejelasakan materi dengan singkat, jelas serta 

menyampaikan table hasil perhitungan. Namun, terdapat kekurang yaitu tidak 

menyampaikan bagian tujuan si peneliti dalam meneliti permasalahan ini. 



h. Daftar Pustaka 

Wina, Indah Permata, & Siti Khairani. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan 

Akutansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi STIE MDP, hal 1-15. 



ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBIK 

 

Pemerintah Aceh bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menyetujui 

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 

Anggaran 2023 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen. pemerintahan. Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan menganut prinsip 

anggaran berbasis kinerja. 

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023, 

Pemerintah Aceh telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Memenuhi ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 189, 190, 191, 192 

dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana 

telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Pasal 274, Pemerintah Aceh 

menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagai salah satu media 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh berperan untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan 

Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer 

dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menilai kondisi Kas, mengevaluasi 

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya 

terhadap peraturan perundang-undangan.2023 yang akan disampaikan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh. 

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 meliputi: 

 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

Menggambarkan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi 

yang dikelola Pemerintah Aceh serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 

realisasi Tahun Anggaran 2023, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan 

pembiayaan selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. dengan 

realisasi anggaran sebagai berikut: 



PEMERINTAH ACEH 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 

31 DESEMBER 2023 DAN 2022 

(Dalam Rupiah) 

 



 

 

Sumber Gambar : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 

 

Berikut ini merupakan ringkasan dari tabel di atas mengenai laporan realisasi anggaran 

provinsi Aceh 2023 sebagai berikut: 

a. Pendapatan : Rp 10.572.492.903.655,79 

b. Belanja dan Transfer : Rp 11.354.800.577.745,03 

Defisit : Rp 782.307.674.089,24 

c. Pembiayaan : 

Penerimaan : Rp 1.305.536.023.919,09 

Pengeluaran : Rp 49.932.431.588,25 

d. Pembiayaan Neto : Rp 1.255.603.592.330,84 

 

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran pada tahun 2023 Provinsi Aceh mengalami 

defisit di bagian belanja dan transfer sebesar Rp 782.307.674.089,24 atau 62,48%. Untuk 

pembiayaan mengalami surplus sebesar sebesar Rp 1.255.603.592.330,84 atau (100,28%). 



2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2023 dengan periode 

sebelumnya. Dengan realisasi sebagai berikut: 

PEMERINTAH ACEH 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 

(Dalam Rupiah) 

 

 

 

Sumber Gambar : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 

 

Berikut ini merupakan ringkasan dari tabel di atas mengenai laporan perubahan saldo lebih 

provinsi Aceh 2023 dan 2022 sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal : Rp 1.304.678.718.450.03 

b. Sisa Lebih Anggaran (SILPA) : Rp 473.295.918.241.60 

c. Saldo Anggaran Akhir : Rp 473.295.918.241,60 

 

Berdasarkan data di atas provinsi Aceh pada akhir periode tahun 2023 memiliki saldo 

anggaran lebih sebesar Rp 473.295.918.241,60. 



3. Neraca 

Menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Aceh mengenai Aset. Kewajiban dan 

Ekuitas per 31 Desember 2023. sebagai berikut: 

PEMERINTAH ACEH 

NERACA 

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 

 

(Dalam Rupiah) 

 



 



 

 

Sumber Gambar : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 

 

Berikut ini merupakan ringkasan dari tabel di atas mengenai neraca provinsi Aceh 2023 dan 

2022 sebagai berikut: 

a. Aset : Rp 33.242.911.014.605.17 

b. Kewajiban : Rp 934.364.190.146,39 

c. Ekuitas : Rp 32.308.546.824.458,78 

 

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 33.242.911.014.605.17 

yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp 1.233.402.766.814,97 , Aset Tetap (Neto setelah 

akumulasi penyusutan) sebesar Rp 24.227.737.588.183,12 dan Aset Lainnya (Neto setelah 

akumulasi penyusutan/amortisasi) sebesar Rp 3.460.734.029.285,72.. Nilai Kewajiban dan 

Ekuitas masing-masing sebesar Rp 934.364.190.146,39 dan Rp 32.308.546.824.458,78. 



4. Laporan Operasional 

Menggambarkan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi 

yang dikelola Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023, yang mencakup unsur-unsur 

pendapatan dan beban selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, 

dengan rincian sebagai berikut: 

PEMERINTAH ACEH 

LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 

31 DESEMBER 2023 DAN 2022 

(Dalam Rupiah) 
 

 



 

 

Sumber Gambar : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 

 

Berikut ini merupakan ringkasan dari tabel di atas mengenai Laporan Operasional provinsi 

Aceh 2023 dan 2022 sebagai berikut: 

a. Pendapatan-LO : Rp 10.821.345.207.099,22 

b. Beban-LO : Rp 11.616.394.405.390,37 

Defisit dari Operasi LO : Rp 795.049.198.291,15 

c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional LO  : Rp 149.542.903.207,07 

Defisit LO : Rp  944.592.101.498,22 

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 

10.821.345.207.099,22 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 

11.616.394.405.390,37 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 

795.049.198.291,15 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp 

149.542.903.207,07. 



5. Laporan Perubahan Ekuitas 

Menggambarkan pergerakan ekuitas Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 dengan 

rincian sebagai berikut: 

PEMERINTAH ACEH 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 

31 DESEMBER 2023 DAN 2022 

(Dalam Rupiah) 

 

 

 

Sumber Gambar : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 

 

Berikut ini merupakan ringkasan dari tabel di atas mengenai Laporan Perubahan Ekuitas 

provinsi Aceh 2023 dan 2022 sebagai berikut: 

a. Ekuitas Awal : Rp 33.505.370.933.088,00 

b. Surplus/Defisit LO : Rp (944.592.101.498,22) 

c. Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar : Rp (252.232.007.131,00) 

d. Jumlah Ekuitas Akhir : Rp 32.308.546.824.458,78 

 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 

adalah  sebesar  Rp  33.505.370.933.088,00  dikurangi  Defisit-LO  sebesar  Rp 



944.592.101.498,22 dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai 

Rp32.308.546.824.458,78 



ANALISIS JURNAL NASIONAL 

 

1. Nama Jurnal TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan 

2. Judul Jurnal LITERATURE REVIEW: ANALISIS PENGENDALIAN 

INTERNAL DAN UPAYA PENCEGAHAN 

KECURANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 

3. Penulis Rahma Putri Wijayanti, Supanji Setyawan 

4. Halaman 11 Halaman 

5. Tahun Terbit 2023 

6. Tempat Universitas Tidar 

Link Jurnal: https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.334 

1. Tujuan Penelitian 

 

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal sebagai upaya untuk mencegah 

kecurangan akuntansi di sektor publik. Penulis melakukan tinjauan pustaka untuk 

mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dalam mencegah kecurangan. 

2. Metodologi 

 

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Penulis menganalisis 13 artikel relevan yang membahas hubungan antara pengendalian 

internal dan kecurangan akuntansi. 

3. Temuan Utama 

 

• Efektivitas Pengendalian Internal: Jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan 

pengendalian internal yang baik dapat mengurangi kecenderungan kecurangan 

akuntansi di organisasi sektor publik. 

• Komponen Pengendalian Internal: Terdapat lima komponen utama dalam sistem 

pengendalian internal yang perlu diterapkan untuk mencegah kecurangan, termasuk 

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi, serta pemantauan. 

• Faktor Penyebab Kecurangan: Kecurangan akuntansi sering kali muncul karena 

adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi dari individu atau kelompok. 

https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.334


4. Kesimpulan 

 

Penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk 

mencegah kecurangan akuntansi. Organisasi sektor publik disarankan untuk meningkatkan 

sistem pengendalian internal dan melatih karyawan untuk meminimalkan risiko kecurangan. 

5. Saran 

 

Penulis merekomendasikan agar seluruh organisasi sektor publik meningkatkan pengendalian 

internal dan menjaga standar tinggi dalam implementasinya. Pelatihan karyawan juga 

dianggap penting untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran akan pentingnya 

pengendalian internal. 

6. Relevansi dan Kontribusi 

 

Jurnal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur mengenai akuntansi dan 

pengendalian internal, terutama dalam konteks sektor publik di Indonesia. Temuan ini 

relevan bagi para praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya mencegah 

kecurangan di sektor publik. 

7. Keterbatasan 

 

Meskipun penelitian ini mendalam, keterbatasan dalam hal cakupan literatur dan metode 

yang digunakan dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Penelitian lebih lanjut dengan 

pendekatan kuantitatif mungkin diperlukan untuk memperkuat temuan ini. Dengan demikian, 

jurnal ini memberikan wawasan berharga tentang pentingnya pengendalian internal dalam 

pencegahan kecurangan akuntansi di sektor publik. 
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5. Tahun Terbit 2024 
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1. Tujuan Penelitian 

 

Jurnal ini bertujuan untuk memahami perkembangan dan kondisi akuntansi sektor publik di 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali fenomena yang 

kompleks dan kontekstual di bidang akuntansi publik. 

2. Metode Penelitian 

 

• Pendekatan Kualitatif: Metode ini dipilih untuk mendalami aspek-aspek yang tidak 

dapat diukur secara kuantitatif. 

• Studi Literatur: Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis artikel-artikel ilmiah 

terkait akuntansi sektor publik, menggunakan alat bantu typeset.io untuk menyusun 

kesimpulan. 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

• Dinamika Akuntansi Sektor Publik: Jurnal menyatakan bahwa akuntansi sektor publik 

di Indonesia sangat dinamis, dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah dan 

tuntutan masyarakat. 

• Tantangan: Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya 

manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, dan 

resistensi terhadap perubahan. 

• Reformasi Akuntansi: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis 

akrual diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun hasil 

penerapannya bervariasi. 

4. Kesimpulan 

https://jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/index


Jurnal ini menyimpulkan bahwa meskipun akuntansi sektor publik di Indonesia telah 

mengalami banyak perubahan, tantangan tetap ada. Kerjasama antara akademisi dan praktisi 

diperlukan untuk menciptakan keselarasan antara konsep dan implementasi akuntansi publik. 

5. Kata Kunci 

 

• Akuntansi 

 

• Sektor Publik 

 

• Kinerja Organisasi 

 

• Studi Literatur 

 

6. Relevansi 

 

Jurnal ini relevan bagi akademisi, praktisi akuntansi, dan pembuat kebijakan yang tertarik 

pada pengelolaan keuangan publik dan perkembangan akuntansi di Indonesia. 

7. Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

 

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji penerapan akuntansi 

sektor publik dari perspektif budaya dan untuk mengeksplorasi solusi terhadap tantangan 

yang dihadapi. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai fokus dan temuan 

utama dari jurnal tersebut, serta relevansinya dalam konteks akuntansi sektor publik di 

Indonesia. 
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1. Tujuan Penelitian 

 

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pentingnya penerapan akuntansi sektor 

publik dalam lembaga pemerintah, dengan fokus pada upaya untuk mencapai transparansi, 

akuntabilitas, dan kinerja yang baik. 

2. Metode Penelitian 

 

• Metode Deskriptif dan Kualitatif: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

untuk menguraikan dan menganalisis data, serta pendekatan kualitatif untuk 

mendapatkan pemahaman mendalam mengenai praktik akuntansi di sektor publik. 

• Analisis Data: Menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, penelitian 

ini mengeksplorasi berbagai sumber untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

• Pentingnya Akuntansi Sektor Publik: Penelitian menunjukkan bahwa akuntansi sektor 

publik sangat penting untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat. Sistem 

akuntansi yang baik dapat menyederhanakan dan meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. 

• Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan penerapan akuntansi yang tepat, lembaga 

pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penipuan, 

sehingga menciptakan kepercayaan publik. 

• Hambatan dalam Implementasi: Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan 

akuntansi sektor publik, seperti kurangnya objektivitas, konsistensi, dan akurasi dalam 

https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index


pelaporan keuangan. Penelitian ini juga mencatat bahwa faktor ekonomi dapat 

mempengaruhi kemampuan untuk menyajikan laporan yang tepat waktu dan relevan. 

4. Kesimpulan 

 

Jurnal ini menyimpulkan bahwa setiap lembaga pemerintah harus menerapkan akuntansi 

sektor publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini juga 

menekankan perlunya pengembangan standar akuntansi yang lebih baik untuk mendukung 

praktik akuntansi yang efektif di sektor publik. 

5. Kata Kunci 

 

• Akuntansi Publik 

 

• Pemerintahan 

 

• Akuntabilitas 

 

6. Relevansi 

 

Jurnal ini relevan bagi akademisi, praktisi akuntansi, dan pembuat kebijakan yang tertarik 

pada pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas di lembaga pemerintah. 

7. Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi penerapan akuntansi sektor publik di 

daerah tertentu dan menganalisis dampaknya terhadap kinerja lembaga pemerintah. Analisis 

ini memberikan gambaran menyeluruh tentang fokus, metode, dan temuan utama dari jurnal 

tersebut, serta relevansinya dalam konteks akuntansi sektor publik di Indonesia. 
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Link Jurnal : 

https://www.researchgate.net/publication/382847087_Accountability_and_Transparency_in_ 

Public_Sector_Accounting_A_Systematic_Review 

Tujuan: Jurnal ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis mekanisme yang mendukung 

akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi sektor publik. Fokus penelitian mencakup 

kerangka regulasi, praktik audit, transformasi digital, keterlibatan pemangku kepentingan, 

dan pertimbangan etis. 

Metode: Penelitian ini menggunakan desain tinjauan sistematis dengan mengikuti pedoman 

PRISMA. Pencarian literatur mencakup artikel jurnal yang telah melalui peer-review, buku, 

dan laporan resmi dari tahun 2000 hingga 2023. Data dianalisis menggunakan sintesis 

kualitatif dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan celah dalam literatur 

yang ada. 

Temuan Utama 

 

1. Peran Kerangka Regulasi: Standar seperti IPSAS dan GFS sangat penting dalam 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Adopsi IPSAS dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan transparansi di sektor publik. 

2. Praktik Audit: Audit eksternal dan internal memiliki peran yang saling melengkapi 

dalam menjaga keandalan informasi keuangan. Audit eksternal membantu 

mempertahankan kepercayaan publik, sementara audit internal memberikan 

pengawasan berkelanjutan untuk meningkatkan integritas operasional. 

https://www.researchgate.net/publication/382847087_Accountability_and_Transparency_in_Public_Sector_Accounting_A_Systematic_Review
https://www.researchgate.net/publication/382847087_Accountability_and_Transparency_in_Public_Sector_Accounting_A_Systematic_Review


3. Transformasi Digital: Inisiatif e-government seperti pelaporan keuangan online dan 

portal data terbuka meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi keuangan. 

Namun, tantangan seperti keamanan data dan literasi digital masih harus diatasi. 

4. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Mekanisme keterlibatan pemangku 

kepentingan, seperti anggaran partisipatif dan konsultasi publik, sangat penting untuk 

meningkatkan akuntabilitas. Keterlibatan ini memastikan bahwa laporan keuangan 

relevan dan responsif terhadap kebutuhan publik. 

5. Pertimbangan Etis dan Pencegahan Korupsi: Standar etis yang kuat dan kebijakan 

anti-korupsi yang komprehensif diperlukan untuk mendorong transparansi dan 

akuntabilitas. Perlindungan bagi pelapor sangat penting untuk mendorong pelaporan 

praktik tidak etis. 

Kesimpulan 

 

Jurnal ini menekankan pentingnya pendekatan multifaset untuk meningkatkan manajemen 

keuangan sektor publik. Pembuat kebijakan harus memprioritaskan adopsi standar 

internasional, berinvestasi dalam infrastruktur digital, dan mendorong perilaku etis melalui 

pendidikan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi inisiatif dukungan 

yang disesuaikan dan dampak teknologi baru terhadap transparansi dan akuntabilitas. 

Rekomendasi 

 

• Penerapan Standar Internasional: Negara perlu mengadopsi kerangka dan standar 

internasional untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

• Investasi dalam Infrastruktur Digital: Meningkatkan infrastruktur digital untuk 

mendukung pelaporan keuangan yang transparan. 

• Pendidikan dan Pelatihan: Menyediakan program pendidikan untuk meningkatkan 

literasi digital dan pemahaman etis di kalangan pemangku kepentingan. 

Analisis ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk menjembatani celah antara 

teori dan praktik dalam akuntansi sektor publik, serta untuk memahami cara-cara baru dalam 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 
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_PRIVATE_PARTNERSHIP_SCHEME_A_LITERATURE_REVIEW 

1. Judul dan Tujuan Penelitian 

 

Jurnal ini membahas penerapan akuntansi sektor publik dalam pengembangan infrastruktur 

broadband melalui skema Kemitraan Publik-Swasta (Public Private Partnership/PPP). Tujuan 

utamanya adalah untuk mengidentifikasi tema utama dalam penelitian akuntansi sektor publik 

terkait PPP untuk infrastruktur broadband selama 20 tahun terakhir (2000-2020) dan 

menganalisis kontribusinya terhadap pengembangan infrastruktur broadband. 

2. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur sistematis. 

Data yang digunakan diambil dari publikasi jurnal internasional terakreditasi selama periode 

yang ditentukan. Proses pemilihan artikel dilakukan secara ketat untuk mengurangi bias dan 

memastikan keandalan hasil. 

 

3. Temuan Utama 

 

• Tema Utama: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema utama dalam literatur PPP 

untuk pengembangan infrastruktur broadband adalah Strategi Kebijakan Publik. Ini 

menunjukkan pentingnya kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi swasta 

dan pengembangan infrastruktur. 

https://www.researchgate.net/publication/360549160_APPLIED_PUBLIC_SECTOR_ACCOUNTING_FOR_BROADBAND_INFRASTRUCTURE_DEVELOPMENT_WITH_PUBLIC_PRIVATE_PARTNERSHIP_SCHEME_A_LITERATURE_REVIEW
https://www.researchgate.net/publication/360549160_APPLIED_PUBLIC_SECTOR_ACCOUNTING_FOR_BROADBAND_INFRASTRUCTURE_DEVELOPMENT_WITH_PUBLIC_PRIVATE_PARTNERSHIP_SCHEME_A_LITERATURE_REVIEW
https://www.researchgate.net/publication/360549160_APPLIED_PUBLIC_SECTOR_ACCOUNTING_FOR_BROADBAND_INFRASTRUCTURE_DEVELOPMENT_WITH_PUBLIC_PRIVATE_PARTNERSHIP_SCHEME_A_LITERATURE_REVIEW


• Kualitas Jurnal: Sebagian besar artikel yang dianalisis berasal dari jurnal berkualitas 

tinggi (Q1) dan mencakup tema-tema seperti kebijakan publik, manajemen, dan 

teknologi. 

• Tren Penelitian: Penelitian menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam 

publikasi mengenai PPP dan infrastruktur broadband, dengan fokus pada strategi 

kebijakan dan implementasi. 

4. Implikasi 

 

Jurnal ini memberikan wawasan penting mengenai bagaimana PPP dapat digunakan untuk 

meningkatkan akses broadband, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Kebijakan publik 

yang mendukung pendanaan dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting 

untuk mencapai tujuan ini. 

5. Kesimpulan 

 

Kesimpulan dari jurnal ini menekankan bahwa untuk meningkatkan pengembangan 

infrastruktur broadband, diperlukan strategi kebijakan yang efektif yang dapat memfasilitasi 

kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

mengeksplorasi aspek tata kelola dan akuntabilitas dalam konteks PPP untuk infrastruktur 

broadband. 

Penutup 

 

Jurnal ini memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman tentang peran PPP dalam 

pengembangan infrastruktur broadband dan pentingnya strategi kebijakan publik dalam 

mendorong investasi dan aksesibilitas layanan. 


